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Eksistensi Pemerintah Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kerinci, Jambi

(1982-2014 M)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji eksistensi Pemerintah Adat di Desa Koto Tuo Pulau
Tengah, yang masih kuat dalam melestarikan adat istiadatnya. Pemerintah adat di
desa ini sangat berpengaruh dan masyarakatnya patuh pada aturan adat. Pemerintah
adat di wilayah Kerinci sudah lama terbentuk dan mengalami perubahan setelah
Belanda menduduki Jambi pada 1906, yang mengubah sistem kesultanan menjadi
wilayah administratif Marga dengan Pesirah atau Kemendapoan. Setelah
kemerdekaan Indonesia, sistem ini mengalami sentralisasi dengan UU No. 5 Tahun
1979 yang menyeragamkan bentuk pemerintahan desa dan diimplementasikan
dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982. Meskipun dengan
adanya perubahan tersebut, pemerintah adat di Kerinci tetap eksis dan berpengaruh
dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ditetapkannya Peraturan
Gubernur Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982 tentang Pemberhentian Kepala
Pesirah, Marga dan Mendapo terhadap dihapuskannya pemerintah adat di wilayah-
wilayah Provinsi Jambi. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu,
kondisi wilayah Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Sistem Pemerintahan di Desa Koto
Tuo Pulau Tengah sebelum tahun 1982, dan eksistensi dan kedudukan pemerintah
adat di desa Koto Tuo Pulau Tengah setelah Keputusan Peraturan Gubernur
Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982. Landasan teori diperlukan untuk memberikan
kejelasan mengenai objek penelitian dengan pendekatan sosiologi politik dan teori
eksistensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang
meliputi empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah adat di Desa Koto Tuo
Pulau Tengah masih terlihat dan berfungsi keberadaannya meskipun secara
legalitas pemerintah adat di wilayah Provinsi Jambi telah dihapuskan. Kedudukan
Pemerintah adat di desa ini memiliki peran penting dalam kehidupan
masyarakatnya baik bidang agama dan lainnya.

Kata Kunci: Pengaruh; Eksistensi; Pemerintah Adat
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The Existence of Customary Government in Koto Tuo Village, Central

Island, Kerinci, Jambi (1982-2014 AD)

ABSTRACT

This research examines the existence of the customary government in Koto
Tuo Pulau Tengah Village, which is still strong in preserving its customs. The
customary government in this village is very influential and the community adheres
to customary rules. Customary government in the Kerinci region has long been
established and changed after the Dutch occupied Jambi in 1906, which changed
the sultanate system into a clan administrative area with Pesirah or Kemendapoan.
After Indonesian independence, the system was centralized by Law No. 5 of 1979,
which homogenized the form of village government and was implemented by Jambi
Province Governor Regulation No. 181 of 1982. Despite these changes, Kerinci's
customary government continues to exist and influence community life.

This study aims to explain the impact of the enactment of Jambi Provincial
Governor Regulation No. 181 of 1982 concerning the Dismissal of the Head of
Pesirah, Clan and Mendapo on the abolition of customary governments in the
regions of Jambi Province. The discussion in this study is divided into three,
namely, the condition of the Koto Tuo Pulau Tengah Village area, the Government
System in Koto Tuo Pulau Tengah Village before 1982, and the existence and
position of the customary government in Koto Tuo Pulau Tengah Village after the
Decree of the Jambi Provincial Governor Regulation No. 181 of 1982. The
theoretical foundation is needed to provide clarity about the object of research with
a political sociology approach and existence theory. The method used in this
research is the historical method which includes four stages, namely heuristics,
verification, interpretation and historiography.

The results of this study indicate that the customary government in Koto Tuo
Pulau Tengah Village, Central Island is still visible and functional despite the
legality of the customary government in the Jambi Province area has been
abolished. The position of the customary government in this village has an
important role in the lives of its people in both religious and other fields.
Keywords: Influence; Existence; Customary Government
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki
kemandirian dan mengatur sistem kehidupan mereka sendiri, termasuk
hukum, politik, ekonomi, dan aspek lainnya, masyarakat menjaganya dan
mengembangkannya bersama.! Pemerintahan adat bersifat otonom mengatur
semua aspek masyarakatnya, termasuk administrasi dan kehidupan sosial.
Pemerintah adat terbentuk secara alami oleh masyarakat setempat untuk
menata kehidupannya demi kepentingan bersama. Pemerintah adat memiliki
sistem hukum berbasis adat setempat yang dihormati dan diikuti oleh
masyarakat. Adat istiadat ini dianggap sakral, dan semua orang di daerah
tersebut harus mematuhinya.?

Masyarakat Kerinci secara tradisional dibentuk oleh sistem pemerintah
yang bersifat informal-tradisional yang dikenal pemerintah adat. Sebelum
kedatangan Islam, aturan dan norma kehidupan masyarakat Kerinci termasuk
sistem pemerintahan diatur oleh hukum adat dengan pepatah adat yang
berbunyi “adat basendi patut, patut basendi benar.” Setelah kedatangan Islam,

terjadi akulturasi hukum Islam dengan hukum adat yang mana hukum Islam

! Agus Pribadiono, “Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU NO. 6
Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan,” Lex Jurnalica 13, no. 6 (2016):
10-22, him. 13.

2 Zarmaili, “Peran Pemerintah adat terhadap pemerintah desa (Studi Kasus di Desa Tanjung
Pauh Mudik Kerinci-Jambi),” Jurnal Transformasi Administrasi 04, no. 1 (2014): 609-26, him. 611.



menjadi landasan hukum adat, sehingga muncul prinsip “adat basendi syarak,
syarak basendi Kitabullah, dan syarak mangato, adat memakai”.’

Penerapan hukum Islam (syarak) di dalam pemerintahan adat di Kerinci
secara resmi diperintahkan oleh Pangeran Ratu yang menggantikan Sultan
Mas’ud Badruddin di tahun 1798. la memerintahkan agar penyelesaian
perkara hukum di wilayah Kerinci harus diselesaikan berdasarkan hukum
syarak (hukum Islam). Oleh sebab itu, para depati diminta untuk melibatkan
para ulama dalam penegakan hukum adat. Sejak saat itu, para ulama
dideklarasikan oleh Pangeran Ratu sebagai salah satu komponen yang
menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan adat di Kerinci bersama
depati dan para menterinya.*

Sebelum kedatangan Belanda, Kerinci telah memiliki pemerintahan
berbasis adat dan masyarakatnya tunduk pada hukum adat yang berlaku.
Pemerintahan adat di Kerinci dapat dibagi menjadi tiga periode: periode
pemerintahan pemuncak (waktu awal tidak diketahui), periode sugindo
(bermula pada era Hindu-Buddha), dan periode Depati Empat-Selapan Helai
kain.® Bagi kaum tradisionalis, pemimpin adat dikenal sebagai depati. Mereka
percaya bahwa kebesaran nenek moyang merupakan bukti kebesaran mereka

dan keturunannya berhak atas gelar tersebut.® Oleh karena itu, calon pejabat

3 Ahmad Jamin, “Character Education Values in the Traditional Government System of
Pulau Tengah Society, Kerinci: Between Local and Islamic Traditions,” Ta 'dib: Jurnal Pendidikan
Islam 22, no. 2 (2017): 1-11, him. 2.

4 Sunliensyar, Tanah, Kuasa, dan Niaga: Dinamika Relasi antara Orang Kerinci dan
Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII hingga Abad XIX, him. 163.

5 Budhi Vrihaspathi Jauhari dan Eka Putra, Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci
(Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha, 2012), him. 7.

® Kozok Uli, Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Yang Tertua,
(Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara, 2006), him. 31.



adat dalam struktur pemerintah adat harus memenuhi syarat-syarat yang telah
ada. Masyarakat mengadakan kenduri Sko untuk memilih pejabat adat baru,
sekaligus sebagai bentuk permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa, roh nenek moyang, dan para leluhur.’

Kedatangan Belanda ke wilayah Kerinci mengeluarkan beberapa aturan
terkait sistem pemerintahan. Pada tahun 1918, pemerintahan kolonial
Belanda menerbitkan Undang-Undang Ordonansi 1918 (Stands Leaf-No.
677), yang kemudian diikuti dengan Ordonansi Inlandsche Daerah Luar
(IGOB) pada 3 September 1938 (Plat Negara No. 490 Jo Stb 1938 No. 681).
Regulasi ini berlaku di luar Jawa dan Madura, dikenal sebagai Peraturan
Nagari di luar Jawa. Peraturan ini menekankan pengaturan struktur
pemerintahan dan hak-hak negara sesuai adat setempat. Pasal 8 menetapkan
perlunya negara kesatuan dalam pemerintahan.

Akibatnya, wilayah Kerinci yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah
Depati Empat-Selapan Helai Kain (Otonomi Asli) mengalami perubahan
struktur menjadi Pemerintah Kemendapoan. Setelah transisi, setiap pejabat
Depati secara otomatis diangkat menjadi Mendapo. Istilah *Mendapo,” yang
awalnya merujuk pada struktur mirip gazebo, secara luas dapat diartikan
sebagai pusat administratif beberapa wilayah atau dusun. Mendapo adalah

individu dengan gelar tertinggi dalam sistem depati di kawasan tersebut.®

" Ricky Aptifive Manik, “Filosofi Masyarakat Kerinci dalam Kenduri Sko (Philosophy of
Kerinci Community in  Kenduri Sko),” Kandai 17, no. 1 (2021),
https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.2240, him. 140.

8 Agus Fiadi, Aliyas Aliyas, dan Mina Zahara, “Uteh Bateh Traditional Kerinci
Government in The Tambo Kerinci Manuscript,” Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan
Dakwah 5, no. 2 (2023): 303-20, https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.230, him. 307.



Dusun Koto Tuo Pulau Tengah termasuk dalam Kemendapoan Keliling
Danau dan menerapkan sistem pemerintahan adat dengan ketua yang disebut
depati. Pemerintah adat mengatur urusan rumah tangga dan kehidupan
masyarakat dusun, serta mengambil keputusan berdasarkan syariat Islam.
Oleh karena itu, pemerintah adat sangat mengelola keberagamaan
masyarakatnya. Salah satu masjid tertua di Pulau Tengah, Desa Koto Tuo,
dibangun pada tahun 1780 M dan selesai pada tahun 1785 M. Masjid ini
menunjukkan bahwa masyarakat Kerinci telah menganut agama Islam sejak
lama dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan di dusun.®

Pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah mengenai kegiatan
keagamaan masyarakatnya juga diatur secara konsisten. Dalam
pemerintahannya yang menjadi tanggung jawab besar terhadap praktik
keagamaan masyarakat yaitu pegawai masjid serta alim ulama. Pegawai
Masjid yang dimaksudkan di desa ini yaitu lebih dikenal dengan Muallim
Yang Empat/ Ali Uho Mpangk terdiri dari imam, khatib, bilal, dan syeh. Kata
Ali Uho Mpangk memiliki arti yaitu, Ali merupakan kata yang bermaksud ahli
dan Uho berarti orang serta Mpangk adalah empat. Jadi yang dimaksud Ali
Uho Mpangk adalah orang yang terdiri dari empat yang merupakan pilar

kehidupan bagi masjid dan keberagamaan masyarakat.*°

® Thahar Ramli, Husin Hamid, dan Wahab Arifin, Masjid Keramat Koto Tuo Pulau Tengah
(Sejarah Pembangunan Dan Bentuknya), (Kerinci: Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, 2005),
him. 16.

10 Wawancara dengan Bp. Zubir, Purna pejabat adat, di Rumah Bp. Zubir pada tanggal 26
Desember 2023.



Seiring dengan perkembangan negara Indonesia, sistem pemerintahan
masa Orde Baru peraturan pemerintah desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 telah
diatur kembali. Undang-undang ini menggantikan UU No. 5 tahun 1974
mengenai aspek dari pemerintahan di daerah. Kemudian di wilayah Provinsi
Jambi implementasinya ditetapkanlah Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Provinsi Jambi No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 tentang
Pemberhentian Pesirah Kepala Kampung/Kepala Marga/ Kepala Mendapo
dalam Daerah Tinggal | Jambi. Dengan penetapan undang-undang ini,
seluruh desa di Indonesia akan dibentuk dengan cara yang sama dengan
struktur desa di daerah Jawa. Sistem pemerintah tradisional yang sebelumnya
diterapkan mendapatkan pengurang hak atas wilayahnya. Selain nilai tradisi
yang mulai luntur, perubahan sosial, dan pergeseran nilai juga terjadi dimasa
itu. Wilayah perkotaan atau yang di sekitarnya merasakan dampak yang
paling cepat karena sudah tidak dilaksanakannya lagi hukum adat.!

Administrasi desa terpisah dari hak asal usul dan hak adat istiadat untuk
mengatur diri sendiri, hal itu merupakan bunyi dari UU No. 5 Tahun 1979.
Mengacu dari isinya, desa merupakan unit administratif dalam struktur
pemerintahan yang diwajibkan untuk mengikuti standar yang ditetapkan.
Sedangkan hak otonominya yaitu hakikatnya pemerintahan adat yang diatur

dengan aturan-aturan adat istiadat telah sesuai dengan kebijakan

11 Zainal, “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi
Tahun 1979-2015),” TAPIs 12, no. 1 (2016): 20-36, him. 26.



pemerintahan pusat dengan otonomi daerah.'?> Dengan demikian pemerintah
desa dan pemerintah adat bekerja sama untuk membangun desa tersebut.

Pada tahun 2014 pemerintah memberikan ruang kepada wilayah-
wilayah di Indonesia untuk menggunakan sistem lokal kembali. UU No. 6
Tahun 2014 mengenai Desa Adat yang dikeluarkan pada masa Reformasi
menjadikan upaya revitalisasi sistem Pemerintah Tradisional di seluruh
Indonesia. Kemudian pemerintah adat berupaya untuk mempertahankan
nilai-nilai lokal dengan bekerja sama melalui Aliansi Masyarakat Adat dan
program-program dari dinas di Kabupaten Kerinci. Sehingga wilayah Kerinci
menjadi wilayah yang hidup saling bekerja sama dan berdampingan dengan
pemerintah desa.

Terjadinya perubahan dari penetapan Pergub No0.181 Tanggal 20 Juli
1982 tentang pemberhentian Kepala Kampung/Kepala Marga/Kepala
Mendapo memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan lokal yang
sudah lama diterapkan di wilayah Kerinci . Pemerintahan Adat di Desa Koto
Tuo Pulau Tengah mengalami dampak dengan berkurangnya wewenang
dalam mengatur urusan masyarakat. Tetapi meskipun demikian, pemerintah
adat di masyarakat desa Koto Tuo Pulau Tengah masih tunduk dan patuh
terhadap aturan yang berkaitan dengan adat serta adanya kerja sama antara

pemerintah desa dan pemerintah adat. 3

12 1bid., him.20.
13 Wawancara dengan Bp. Sumarlin, Purna pejabat adat, di Rumah Bp. Sumarlin pada
tanggal 18 April 2024.



Batasan dan Rumusan Masalah
Penelitian ini berfokus pada pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau
Tengah pada tahun 1982 yang menjadi batasan tahun awal karena
diberlakukannya mengenai penghapusan sistem maupun  struktur
pemerintahan adat. Tahun 2014 dijadikan sebagai batas akhir karena
penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang
kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,
sehingga mendukung pelestarian nilai-nilai lokal pemerintahan setempat.
Rumusan masalah dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1.  Bagaimana Sistem Pemerintahan Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah
Sebelum 1982?
2. Apa Pengaruh Peraturan Gubernur No. 181 Tahun 1982 Terhadap

Kedudukan Pemerintah Adat ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi eksistensi
pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dan
peneliti sejarah, antara lain:
1.  Memaparkan kondisi sistem pemerintah adat sebelum ditetapkannya
Pergub No. 181 Tahun 1982 tentang pemberhentian Pesirah Kepala

Marga/Kepala Kampung/Kepala Mendapo



2. Memaparkan pengaruh ditetapkannya Pergub No. 181 Tahun 1982
terhadap pemerintah adat

3. Menjelaskan tugas dan wewenang pemerintah adat

Tinjauan Pustaka

Penulisan karya ilmiah yang dilakukan peneliti diperlukan beberapa
literatur untuk dijadikan tinjauan pustaka. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah
untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dan menghindari duplikasi
topik serta sebagai tambahan referensi yang terkait dengan topik penelitian.
Adapun beberapa literatur yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan
sebagai berikut.

Pertama, Zainal (2021) dalam jurnal Tapis dengan artikel yang berjudul
“Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa
(Studi Tahun 1979-2015)”. Penelitian ini membahas kondisi Pemerintah Desa
setelah ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintah desa.
Pemerintah adat yang sebelumnya ada di beberapa wilayah di Indonesia
mengalami perubahan akibat ditetapkannya UU tersebut. Dalam penelitian
tersebut menjelaskan dinamika pemerintah desa secara umum yang ada di
Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pemerintah adat yang di
Indonesia tetapi tidak membahas kondisi pemerintah adat yang ada di Desa
Koto Tuo Pulau Tengah.

Kedua, “Haji Ahmad Faqir Al-Kerinci Sumbangan Dan Pemikirannya

Dalam Perkembangan Islam Di Kerinci— Jambi— Indonesia” ditulis oleh



Darmadi Saleh, Kuala Lumpur: Akademi Pengajuan Islam Universiti Malaya,
tahun 2008. Tulisan ini memaparkan biografi dari ulama yang ada di Pulau
Tengah yaitu Haji Ahmad Faqir. Selain itu dalam tulisan ini membahas
sedikit mengenai keagamaan masyarakat di desa Koto Tuo Pulau Tengah
tetapi tidak membahas mengenai kedudukan pemerintah adat di Desa Koto
Tuo Pulau Tengah.

Ketiga, Buku yang ditulis Thahar Ramli, Husin Hamid, dan Wahab
Arifin dengan judul Masjid Keramat Koto Tuo Pulau Tengah (Sejarah
Pembangunan Dan Bentuknya) diterbitkan tahun 2005 oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Kerinci. Buku ini membahas mengenai sejarah
pembangunan dari Masjid Keramat dan juga bentuk dari Masjid Keramat
akan tetapi dalam pembahasannya belum menjelaskan mengenai pemerintah
adat.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, tidak ada yang sepenuhnya
serupa dengan tulisan peneliti. Fokus penelitian beberapa artikel dan buku di
atas mengenai pemerintah adat, serta sejarah dari Masjid Keramat Pulau
Tengah. Sementara itu penelitian yang dilakukan Peneliti lebih memfokuskan
kepada eksistensi pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Oleh
karena itu beberapa tinjauan pustaka tersebut peneliti gunakan sebagai
pedoman dan referensi dalam penelitian, sehingga penelitian ini tetap relevan

untuk dilakukan.

Kerangka Teori
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Landasan teori merupakan kerangka pemikiran logis yang digunakan

untuk mengidentifikasi dan menunjukkan masalah-masalah yang telah
didefinisikan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menjawab,
memecahkan, dan merenungkan masalah, serta berguna untuk merumuskan
hipotesis.!* Teori juga merupakan seperangkat kaidah yang memandu
sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti, dalam menyusun
bahan-bahan yang telah diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam
mengevaluasi hasil penemuannya. Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori eksistensialisme dengan pendekatan sosiologi
politik.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
eksistensialisme. Menurut Loren Bagus, istilah "eksistensi” berasal dari kata
Latin existere, yang berarti muncul, ada, atau memiliki keberadaan aktual.
Kata existere terbentuk dari ex, yang berarti keluar, dan sistere, yang berarti
tampil atau muncul.?® Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "eksistensi” diartikan
sebagai keberadaan. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana
kedudukan serta keberadaan pemerintah adat di dalam suatu wilayah.

Dengan teori tersebut pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
sosiologi politik. Menurut pendekatan sosiologi diterapkan pada fenomena
politik yang terdiri dari teori, variabel, konsep dan metodologi yang

digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, dengan

14 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 2011).
] gy
15 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), him 183.
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pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang
bagaimana undang-undang dan peraturan gubernur mempengaruhi
pemerintahan adat dan bagaimana interaksi antara kekuasaan politik dan

struktur sosial berkembang dalam konteks perubahan hukum.

F.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
sejarah. Untuk mencapai penulisan sejarah yang akurat, diperlukan
rekonstruksi masa lampau melalui empat langkah Kkerja historis, yaitu:
pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis
(interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi).®
1.  Heuristik
Merupakan tahapan awal dalam penelitian sejarah yang
melibatkan teknik untuk memperoleh, menangani, dan memperinci
bibliografi serta mengklarifikasi dan merawat catatan.'’ Teknik
pengumpulan data terdiri dari:

a.  Studi perpustakaan, untuk mencari sumber tertulis seperti buku,
skripsi, artikel, jurnal dan karya lain yang relevan dengan
pembahasan arsip atau dokumen terkait dalam rangka
memperoleh data mengenai pemerintah adat. Adapun arsip

pentingnya seperti riwok yaitu pidato sebelum pengangkatan

16 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak,
2011), him. 104.
7 1bid., hlm. 55.
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pejabat pemerintah adat, serta naskah Incung yang berisi
kegiatan orang-orang Kerinci dan lainnya.

b.  Observasi, dilakukan di lapangan untuk memperoleh data
mengenai eksistensi pemerintah adat dalam kehidupan
masyarakat, melalui pencarian, pengamatan, dan pencatatan
sistematis terhadap peninggalan fisik seperti bangunan,
perlengkapan prosesi, perkakas lama, dan foto dokumentasi.

c. Wawancara, adalah metode pengumpulan data untuk
mendapatkan sumber lisan dan merupakan teknik yang penting
dalam penelitian.!® Prosesnya dilakukan dengan cara tanya
jawab kepada beberapa orang yang mengetahui tentang tokoh
atau bukti-bukti sejarah yang relevan dengan permasalahan
penelitian. Wawancara dilakukan ke beberapa tokoh sejarah,
pejabat pemerintah adat, masyarakat dan lainnya.

Verifikasi
Verifikasi, atau kritik sumber sejarah, adalah proses untuk

menentukan intensitas dan kredibilitas sumber. Ini melibatkan kritik

eksternal dan internal. Kritik eksternal menguji keaslian sumber
dengan menganalisis Kkertas, tinta, gaya penulisan, bahasa, kalimat,
ungkapan, kata-kata, huruf, dan penampilan fisik lainnya.'® Sementara

itu, kritik internal digunakan untuk menilai kredibilitas isi dari

18 1bid., hlm. 57.
19 Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), him. 77.
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sumber-sumber yang diperoleh.
3. Interpretasi
Interpretasi, atau yang dikenal dengan penafsiran sejarah,
merupakan tahapan penting dalam metode penelitian sejarah. Fakta-
fakta dikombinasikan untuk membentuk narasi sejarah. Interpretasi
dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis yang berarti menguraikan dan
sintesis yang berarti menyatukan. Dalam tahap ini, dilakukan analisis
fakta secara deduktif, di mana teori dan pendekatan yang digunakan
menjadi landasan untuk menganalisis kasus-kasus khusus yang terdapat
dalam fakta, terutama yang terkait dengan pemerintah adat.
4.  Historiografi
Historiografi adalah tahapan terakhir dari metode penelitian
sejarah. Historiografi yaitu berbentuk penulisan, pemaparan atau
pelaporan hasil penelitian dengan menghubungkan peristiwa satu
dengan yang lainnya, sehingga membentuk rangkaian sejarah yang
berarti. Aspek kronologis sangat penting dalam tahap ini karena

menghubungkan semua peristiwa yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan
Hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang saling
berkaitan, yaitu:
Bab pertama, berisi pendahuluan, yang memaparkan latar belakang,

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan
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pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab
ini memberikan gambaran umum mengenai rangkaian penelitian yang
menjadi dasar pijakan untuk bab-bab berikutnya.

Bab kedua, akan membahas mengenai gambaran umum wilayah
Kerinci, serta kondisi keagamaan dan ekonomi masyarakat Kerinci sebelum
tahun 1982. Pemaparan pada bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana
kondisi masyarakat yang ada di wilayah Kerinci.

Bab ketiga, memaparkan kondisi pemerintanh adat sebelum
penghapusan sistem pemerintah tradisional serta menjelaskan bagaimana
latar belakang penetapan Pergub No. 181 Tahun 1982. Uraian pada bab ini
bertujuan agar pembaca memahami bagaimana sistem pemerintah adat
mengatur wilayah setempat.

Bab keempat, menjelaskan pengaruh dari ditetapkannya Pergub No.
181 Tahun 1982 terhadap pemerintahan adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah.
Selain itu memaparkan tugas dan peran pemerintah adat dalam keagamaan
masyarakat. Paparan ini dimaksudkan agar pembaca memahami bahwa
eksistensi pemerintah adat di tengah masyarakat Desa Koto Tuo Pulau
Tengah.

Bab kelima, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.
Peneliti menyajikan ringkasan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan
masalah yang telah ditentukan dan memberikan saran praktis maupun

akademis untuk peneliti berikutnya yang mengkaji topik terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintah di Desa Koto Tuo Pulau Tengah sebelum adanya
Keputusan Gubernur No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 tentang Pemberhentian
Pesirah Kepala Kampung/ Kepala Mendapo/Kepala Marga dalam Daerah
Tinggal 1 Jambi memiliki sebuah sistem pemerintahan tradisional yang sudah
sejak lama diterapkan di wilayah tersebut. Sistem kemendapoan merupakan ciri
khas dari wilayah Kerinci. sistem ini merupakan identitas budaya dan kearifan
lokal wilayah Kerinci. Pemerintah adat mengatur semua urusan mengenai
dusun maupun masyarakat wilayahnya masing-masing yang berlandaskan
dengan hukum adat dan ketentuan- ketentuan adat.

Kemendapoan merupakan entitas pemerintahan yang bertanggung jawab
atas pengelolaan administrasi wilayah tertentu, terdiri dari penggabungan
beberapa dusun menjadi satu kesatuan administratif. Kemendapoan terbentuk
melalui integrasi dusun induk dengan dusun-dusun baru yang memiliki
keterkaitan geologis dan teritorial, membentuk suatu federasi. Dalam hierarki
pemukiman, terdapat berbagai tingkatan dari yang terkecil hingga mencapai
tingkat Kemendapoan. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Mendapo,
yang umumnya berasal dari kalangan tokoh adat atau depati di wilayah tersebut.

Seiring perkembangan pemerintahan di Indonesia, sistem mendapo di

wilayah Kerinci mengalami berbagai perubahan. Hingga mencapai puncak pada

88
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tahun 1979 dan ditindaklanjuti tahun 1982. Pada masa Orde Baru terjadi
penyeragaman bentuk desa. Seluruh pemerintahan tradisional digantikan
dengan pemerintahan Desa yang tertera dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang
Pemerintah desa. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat untuk
menyelaraskan, memperkuat, dan memperjelas struktur pemerintahan desa
guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna,
tanpa mengesampingkan pentingnya melestarikan nilai-nilai tradisional yang
ada. Kemudian undang-undang ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982 tentang
Pemberhentian Kepala Marga/Kepala Pasirah/Kepala Mendapo dalam Provinsi
Daerah Tingkat | Jambi.

Seluruh wilayah di Provinsi Jambi yang menerapkan sistem pemerintahan
tradisional kemudian dengan diberlakukannya keputusan tersebut maka
dihapuskanlah kemendapoan yang ada di wilayah Kerinci. oleh sebab itu
pemerintah adat tidak lagi menjadi aparatur yang memegang kekuasaan
terhadap administrasi desa. Meskipun demikian pemerintah adat masih tetap
eksis dan memiliki peran dan pengaruh terhadap masyarakat di wilayah Desa
Koto Tuo Pulau Tengah. Terjalin kerja sama di antara pemerintah desa dan
pemerintah adat dalam mengatur desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Koto Tuo Pulau Tengah diibaratkan memiliki 3 Raja yaitu, Raja
Adat, Raja Alam, dan Raja Ibadat. Masyarakat menganggap bahwa 3 raja
/pemimpin tersebutlah yang memiliki peranan besar dalam kehidupan

masyarakat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Setiap pemimpin memiliki tugas
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dan wewenangnya serta batasannya masing-masing. Sehingga Desa Koto Tuo
Pulau Tengah masih terdapat pemerintah adat yang memiliki pengaruh terhadap
kehidupan masyarakatnya terkhusus dalam kehidupan beragama.

Pemerintah adat sangat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan
beragama masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah agar tetap sesuai dengan
syariat Islam. Berdasarkan slogan yang telah lama digaungkan oleh pemerintah
adat yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, memiliki makna
bahwa setiap kebiasaan dan praktik adat harus disesuaikan dengan prinsip-
prinsip syarak agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di sisi lain, syarak
sendiri harus berpijak pada Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, sebagai sumber hukum
yang utama.

Sistem pemerintah adat setelah Pergub N0.181 tahun 1982 keberadaan
pemerintah adat masih tetap eksis meskipun berdampak terhadap mengecilnya
tugas dan wewenang dari pemerintah adat terhadap desa tersebut. Struktur dari
pemerintah adat tersendiri tidak mengalami perubahan. Di antaranya yang
termasuk ke dalam pemerintah adat yakni Depati, Ninik mamak, Cerddik
Pandei, Qadhi/ Kandidat, Pegawe (Ali Uho Mpangk), Urang Tuo, Alim Ulamo,
Dukiu, Midoa, Ulubalang dan Munadi. Setiap dari mereka memiliki tugas dan
peranannya masing-masing yang telah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya.

B. Saran
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Berdasarkan analisis ini, peneliti telah merumuskan beberapa
rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan terkait.
Rekomendasi tersebut meliputi:

1. Kepada masyarakat Desa Koto Tuo Pulau tengah selalu menjaga dan
melestarikan nilai-nilai adat istiadat sebagai wujud menghargai warisan
para leluhur dan memperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang
diterpa derasnya arus modernisasi.

2. Pemerintah Adat dan Pemerintah Daerah untuk terus bekerja sama dalam
membangun desa dan menyejahterakan masyarakatnya. Segala kebijakan
hendaknya selalu dilandaskan kepada kemaslahatan bersama.

3. Kepada pembaca, sangat disarankan untuk memperdalam pemahaman
mengenai topik yang dibahas dengan menjelajahi literatur tambahan dan
referensi terkait. Cobalah untuk mengaitkan temuan penelitian dengan
pengalaman pribadi atau konteks praktis untuk memperoleh wawasan yang
lebih relevan.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk secara aktif menganalisis
kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat melanjutkan
penelitian tersebut menjadi studi yang berkelanjutan. Hasil dari kajian ini
berpotensi mengungkap data dan informasi baru dengan tingkat validasi
yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kontribusi dan saran yang konstruktif

sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas kajian di masa depan.
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